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 PRESIDEN
 REPUBLIK INDONESIA
 - 207 -


	
	
	Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/walikota.

	Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil
kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.





Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 395

	
	Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.





BAB XXIII
 DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH


Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor".
Pasal 396

	
	

	Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dibentuk dewan pertimbangan otonomi daerah.

	Dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi:
	penataan Daerah;

	dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
	dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
	penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara Daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian.









Pasal 397 ...
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